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ABSTRACT 

 

 

This thesis is entitled Execution of Foreign Bankruptcy Estate Abroad Upon 

Bankruptcy Decision in Indonesia Based on the Principles of International Law. 

Based on the title, two problems will arise, namely: how is the principle of 

recognition of Indonesian bankruptcy decisions abroad based on the principles of 

International Law and how is the mechanism of execution of foreign bankruptcy 

estates upon bankruptcy decisions in Indonesia. Based on the formulation of the 

problem, the objective will arise to find out and analyze the provisions that can be 

used in the principle of recognition of Indonesian bankruptcy decisions abroad as 

well as the mechanism, requirements, procedures and implementation of 

execution of bankruptcy estates abroad upon Indonesian bankruptcy decisions. 

 

       This writing uses a normative legal research method, namely this writing is 

based on the approach of laws and regulations that have binding legal force 

according to the material discussed. This writing is a legal research using a 

statutory approach, a case approach and a comparative approach. 

 

       Based on the research methods as mentioned above, several conclusions can 

be drawn as follows: First, UNCITRAL United Nations Commission on 

International Trade Law and its implementing guidelines assist countries in 

updating and adapting their bankruptcy laws to address the challenges posed by 

Cross Border Insolvency. Expanding the scope of authority held by the curator in 

bankruptcy cases to carry out his duties beyond the geographical boundaries of 

his home country. This gives the curator the ability to manage and execute 

bankrupt assets located abroad. With this provision, the curator is given the 

freedom to act outside his domestic jurisdiction in an effort to secure and 

maximize the value of the debtor's assets for the benefit of creditors, without being 

hampered by additional legal procedures or approval from the country where the 

assets are located. 

 

       Second, UNCITRAL reaffirms the principle that receivers can execute 

insolvent assets outside their home jurisdiction. This legal framework provides 

clear guidelines on how receivers can execute insolvent assets outside their 

domestic jurisdiction without being hampered by the boundaries of their domestic 

jurisdiction. Although this model law is not legally binding, its widespread 

acceptance by many countries promises that cross-border insolvency law 

practices can be better regulated. 
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ABSTRAK 

 

Tesis penulisan ini berjudul Eksekusi Aset Boedel Pailit Asing di Luar Negeri atas 

Putusan Pailit di Indonesia berdasarkan Kaidah Hukum Internasional. 

Berdasarkan judul tersebut akan memunculkan dua permasalahan yaitu : 

bagaimana prinsip pengakuan putusan pailit Indonesia di negara asing 

berdasarkan kaidah Hukum Internasional dan bagaimana mekanisme eksekusi aset 

boedel pailit di negara asing atas putusan pailit di Indonesia. Berdasarkan 

rumusan masalah tersebut akan memunculkan tujuan untuk mengetahui dan 

menganalisis pengaturan yang dapat digunakan dalam prinsip pengakuan putusan 

pailit Indonesia di negara asing dan mekanisme, syarat, prosedur serta 

pelaksanaan eksekusi aset pailit di negara asing atas putusan pailit Indonesia. 

 

       Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normative, yakni 

penulisan ini didasarkan atas pendekatan peraturan perundang-undangan yang 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan materi yang dibahas. 

Penulisan ini adalah penelitian hukum (legal research) dengan menggunakan 

pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus 

(case approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). 

 

       Berdasarkan metode penelitian sebagaimana disebutkan diatas maka dapat 

dihasilkan kesimpulan sebagai berikut : Pertama, UNCITRAL United Nations 

Commission on International Trade Law bersama dengan panduan untuk 

penerapannya membantu negara-negara memperbarui dan menyesuaikan legislasi 

kepailitan mereka untuk menangani tantangan yang ditimbulkan oleh Kepailitan 

Lintas Batas (Cross Border Insolvency). Memperluas cakupan otoritas yang 

dimiliki oleh kurator dalam kasus kepailitan untuk melaksanakan tugasnya 

melampaui batas geografis negara asalnya. Ini memberikan kurator kemampuan 

untuk mengelola dan mengeksekusi aset-aset pailit yang berlokasi di luar negeri. 

Dengan ketentuan ini, kurator diberikan keleluasaan untuk bertindak di luar 

yurisdiksi domestik mereka dalam upaya untuk mengamankan dan 

memaksimalkan nilai aset debitor untuk kepentingan kreditor, tanpa harus 

terhambat oleh prosedur hukum tambahan atau persetujuan dari negara di mana 

aset tersebut berada. 

 

Kedua, UNCITRAL menegaskan kembali prinsip yang memungkinkan kurator 

untuk mengeksekusi aset pailit yang berada di luar yurisdiksi negara asalnya. 

Kerangka hukum ini memberikan pedoman jelas tentang bagaimana kurator dapat 

mengeksekusi aset pailit di luar yurisdiksi domestik mereka tanpa terhalang oleh 

batas yurisdiksi domestik mereka. Meskipun model undang-undang ini tidak 

bersifat mengikat secara hukum, penerimaan luasnya oleh banyak negara 

menjanjikan bahwa praktik hukum kepailitan lintas batas dapat diatur dengan 

lebih baik. 

 

 

Kata Kunci : Kepailitan, Lintas Batas, Internasional. 
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